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Aksesibilitas 

 
 
 
 

: Kemudahan yang diberikan pada penyandang cacat untuk 

dapat mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari 

tidak berfungsinya bagian tubuh penyandang cacat. 

 

Disabilitas 
 

: Ketidakseimbangan interaksi 
 

antara 
 

kondisi 
 

biologis 
 

dengan lingkungan sekitar. 

 

Diseminasi 
 

: Suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target 

atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul 

kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan 

informasi tersebut. 

 

Diskriminasi 
 

: Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara 

(berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, 

dan sebagainya). 

 

Disparitas 
 

: Perbedaan Jarak/Ketimpangan. 

 

HAM 
 

: Hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia 

sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia 

dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah 

Tuhan. 

 

Individualistik 
 

: Bersikap sesuka hati, menggunakan ego pribadi tanpa 

memperdulikan dampaknya tehadap orang lain. 

 

Konservatif 
 

: Bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi 

yang berlaku. 

 

Penyandang  Disabilitas:  Adalah  orang  yang  mempunyai  keterbatasan  mental, 

fisik,  intelektual  maupun  sensorik  yang  dialami  dalam 
 

jangka waktu lama. 

 

Tuna Netra 

 

: Orang yang tidak bisa melihat dengan kedua matanya. 

 

Tuna Daksa 
 

: Orang yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, 

kelainan, kerusakan dan lain sebagainya yang diakibatkan 
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oleh kerusakan otak, kerusakan syaraf tulang 

kecelakaan, cacat sejak lahir, dan lain sebagainya. 

 
 
 
 

belakang, 

 

Tuna Wicara 
 

: Orang yang tidak bisa berbicara dengan orang lain. 

 

Tuna Rungu 
 

:Orang yang tidak memiliki kemampuan 

sebagaimana orang normal pada umumnya. 

 

mendengar 

 

Tuna Grahita 
 

: Orang yang mengalami keterbelakangan mental sehingga 

memiliki tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-

rata orang pada umumnya. 

 

Tuna Laras 
 

: Orang yang memiliki kesulitan dalam pengendalian diri 

seperti masalah pengendalian emosi, sulit bergaul, senang 

menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat 

jahat, malu tampil di depan umum, dan lain sebagainya. 

 

Tuna Ganda 
 

: Orang yang mengalami kecacatan lebih dari satu. Dapat 

berupa cacat fisik maupun mental. 

 

Universalitas 
 

: Berlaku untuk umum dan menyeluruh pada manusia. 
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